PERATURAN GUBERNUR PAFUA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAMAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAR YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA,

Menimbang 1 & bahwa dalam rangka cfisicnsi, efektifitas serta  untuk
mewjudkan tata kedola pemeriniahen yang baik, profesional,
akuntabel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik
serta kesejahtersan masysrakat perfu dilakukan perubshan
struktur ceganisasi ackretariat daerah;

b.bakws berdasarkan pertimbongan sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan Gubemur tentang
Perubahan Atas Persturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerjn Sckoretariat Daerah Pravinsi Papua;

Mengingat 1. Uadang-Undang Nomeos 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Darat dan  Kebupaten-kabupaten
Cwnom di Propinsi [nan Barat (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 2907),

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200! wentang Otoncmi
Khusus begi Provinsi Pspua (Lembaran Negama Republik
Indonesin Tohun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4151) sebaguimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 202! tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 21 Tohun 2001 tentang Otonemi Khusus bagi Provinsi
Papua |[Lembaran Negara Republix Indonecsia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesa
Nomor 6697);

3. Undang-Undang........ /2
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telnh bebernpa
kal diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernintahan
Dac¢rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penclapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tantang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik indonesin Tahun 2022
Noror 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1§ Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor |4, Tambahan Lembaran Republik indonesia
Nomor S5887) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Trhun 2016 tentang
Perangkat Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 6402);

7.Peraturan  Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor G730§;

8. Peraturan Pemerintah Nomeor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Delam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 6731);

9. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tehun 20135 tentang
Pembentukan Produk Hulkum Dacrah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Dacrah (Berita Negara Republik [ndoncsia Tahun 2019 Nomeor

L157);
10. Peraturan........ /3
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10. Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinann dan Pengendalian Perangkat Dacrah (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2018 Nomor 1539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretanat Daersh
Provinsi dan Kabupaien/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

12. Peraturan Dacrah Provingi Papua Nomor 18 Tehun 2023 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangeat Dacrah (Lembaran Datrzh
Provinsi Papus Tahun 2023 Nomeor 18} scbagaimana telah divbah
dengan Peraturan Docrah Provinsi Papua Nomor 1 Tohun 2026
tentang Perubahan Atas Peraturan Deerah Provinsi Papua Nomer 18
Tahun 2023 Tenlang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
{Lembaran Dacrsh Provinsi Papus Tahun 2026 Nomaor 1),

13. Peraturan Gubemur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kegja Sekretariat Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah
Provinsi Papua Tshun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI PAPUA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Papua Nomor 3 Tahun 2024
tentang Kedudulaan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Decrah Provinsi Papun (Berita Doacrah Provinsi Papua Tahun 2024

Nomor 3) diubah sebagai berikut :
1. Ketenluan Pasal 3 divsbah, sehingga berbunyi sebagai berikul :
Pagal 2

(1) Susunan organisas: Sekretanat Daerah, terdi atas :
a. Sekretaris Dacrah;
b Asisten Bidang Pemerintahan dan Keseighteraan Rakyat, membawithi:
1. Biro Tata Pemerintehan dan Kesejahieraan Rakyat, terdini atas
a) Bagian Pemerintehan dan Kerjasarna, terdii atas:
1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan den  Fasilitas
Penataan Wilayah;

2) Sub Bagian Pemerintahan Umnum; dan
3) Sub Bagian Kerjasama,
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b) Bagian Otonemi Daerah, terdin atas:
1) Sub Bagian Administrasi Kepala Dacrah dan DPRF,
2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Dacrah dan Evaluass
Penyelenggaraan Pemerintah; dan
3]  Sub Bagian Tata Usaha,
¢l Bagian Ke=ejahternan Rakyat, terdin atas:
1] Sub Boaginn Bina Mental Spiritual,
2] Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
3] Sub Bagion Kesejahternan Rakynt Pelayanan Dasar.
d} Bagian Pengkajian dan Pengembangan Otonemi Khusus, terdin
atas:
1) Sub Bagian Pengkajian Otonomi Khusus;
2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Khusus; dan
3) Sub Bagian Fasilitasi Data, Informasi dan Pelaporan.
2. Biro Hulcum, terdisi atas!
al Bagian Produk Hukum Daerah, terdini atas:
1) Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
2] Sub Bagian Keputusan Gubernur; dan
3} Sub Bagian Pengundangan dan Pengkajian Produk Hukum.
bl Bagian Pembinaan dan  Pengawasan  Produk  Hukum
Kabupaten/Kota, terdin atas:
I} Sub Bagian Pembinazn dan Pengawasen Produk Hukum
Kabupaten /Kota;
2} Sub Bapgian Dokumentasi dan Informasi Hulum; dan
3} Sudb Bagian Tata Usaha.
¢) Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi
Manusia, terdin atas:
1} Sub Bagian Bantuan Hukum dan Peoghkajion Hak Asasi
Manusia;
2} Sub Bagian Telnahan Hukum; dan
3) Sub Bagian Perumusan Kontrak dan Pecjanjian Kerjasama,
¢. Asisten Bidang Perckonomian dan Admimistrasi  Pembangunan,
membawahi:
1. Biro Perckonomian dan Administras: Pembangunan, terdin alas
a) Baglan Anuallsis dan Xelembagan Ekonomi, terdiri atas:
1} Sub Bagian Analisis Ekonomi dan Kelembagaan Kevangam;
2) Sub Bagian Pariwista, Ekonomi Kreatil, Kewiraushann,
Koperasi dan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah; dan
J) Sub Bogion Tata Usaha,
b Bagian Sarana Perckonomian dan Sumber Daya Alam, terdini
ntas:
1) Sub Bagian Sarana Perckonomian;
2) Sub Bagian Badan Ussha Milik Daerah dab Badan Layansn
Umum Dacrah; dan
3) Sub Bagian Pérekonomian Sumber Daya Alam.,

¢) Bagiun........f2

TN Sadw»

B Caviaaves


https://v3.camscanner.com/user/download

<5

¢) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri ntas :
1) Sub Bogian Pengendalinn  Administrasi  Pelaksannan

Pembangunan Dacrah;
2) Sub Bagian Pengendalinn  Administrasi  Pelaksanran

Pembangunan Wilayah; dan
3) Sub Bagian Pelaporan Pelaksansan Pembanginan,
2. Biro Pengadaan Barang dan Jaaa, terdirs ntas:
a) Bagan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdin atas:
i] Sub Bagian Pengelolnan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
2] Sub Bagan Pelaksanaan Pengadann Barang dan Jasa; dan
3] Sub Baglan Pemantavan dan Evalunsi Pengadaan Barang dan
Jasa,
b} Bagian Pengelolaan Layanan Pengadoan Secarn Elekironik, terdini
atas:
I} Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik,
2| Sub Bagian Pengembangan Sistem dan Pengelolasn Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa; dan
3] Sub Baginn Tata Usaha.
¢) Bagian Pembinzan dan Advokasi, 1erdiri atas:
1} Sub Bagian Pembinsan Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barang dan Jasa;
2} Sub Bagian Pembinasn Kelembagaan Pengadann Barang dan
Jass; dan
3) Sub Bagian Advokasi,
d. Asisten Bidang Administrast Umum, membawahi :
l. Biro Organisasi, terdiri atas:
a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri atas:
1) Sub Bagian Kelembagann Perangknt Dacrah Provinsi;
2) Sub Baglan Kelembagaan Perangxat Dacrah Kabupaten/Kota;
dan
3) Sub Bagian Analisis Jabatan,
b} Bagian Ketatalaksanaan, terdin atas:
1) Sub Bagian Tatalaksana Pemenntah;
2] Sub Bagian Pelayanan Publik; dan
3] Sub Bagian Tata Usaha.
¢) Bagian Reformnsi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdini
atas:
1) Sub Bagian Reformasi Birokrasi;
2] Sub Bagian Akuntabilites Kinena; dan
3) Sub Bagian Budaya Kesja.
2. Biro Umum dan Administrasi Fimpinan, terdin atas:
a] Bagian Tata Usaha, terdisi atas:
I} Sub Bagian Tata Usaha;
2) Sub Bagian Kepepawaian; dan
3} Sub Bagian Persuratan dan Arsip.

b) Bagian........[6
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bl Bagian Rumah Tangga, terdin atos:
1) Sub Bagian Rumah Tanggn Gubernur;
2) Sub Bagian Rumah Tangaa Wakil Gubernur; dan
J) Sub Bagian Urusan Dalam.
¢} Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, terdiri atas:
!) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Dacrah;
2) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Asct; dan
J) Sub Bagian Penggunean, Pengamanan dan Pemeliharaan Asct,
d] Bagian Administrasi Pimpinan, terdini atas:
1) Sub Bagian Protokol;
2) Sub Bagian Komunikasi Fimpinan; dan
3) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan.
¢. Sl Ahl;
f. Kelompok Jabatan Fungsional,

{2) Bagan Struktur Orgamisasi Sekretariat Daersh Provinst Papua, scbagaimana
tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran II, Lampiran I, Lampiran IV,
Lampiran V, Lampiran V1 dan Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

2. Ketentuon Pasal 7 diubeh, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

(1) Biro Tata Pemerintahan dan Kesgahteraan Rakyat mempunyal tugas
merumuskon dan mengkcordinasikan kebijakan dacrah di  bidang
pemerintahan, kerjasama daerah, otonomi dacrab, pengkajian dan
pengembangan otonomi khusus dan Kesejahteraan rakyat.

{2) Untuk meinksanakan tugas scbagaimona dimaksud pada ayat (1), Biro Tala
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. perumusan program kerja di bidang pemerintahan, kegasama dacrah,
kescjahteraan rakyat dan otonomi khusus;

b. perumusan kebijakan pemerintah deergh di bidang pemerintahan,
kerjasama daerah, otonomi daerah, bina meatal spiritual, kesejahternan
rakyat pelayanan dasar, dan non pelayanan desar, pengkajian dan
pengembangan otonomi khusus;

c. penyclenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di  bidang
pemerintahan, keresama dacrah, otonomi dacrel, bina mental
spiritual, kesejahtersan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan
dasar, pengkajian dan pengembangan otonomi khusus;

d. pelaksanaan keordinasi di bidang pemerintehan, kerjasama daerah,
otorsomi daerah, bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan
dasar dan non pelayanan daser, pengkajian dan pengembangan
otonomi Rhusus,

¢, pembinarn dan pengawssan terhadap penyelenggarasn tugas dan
fungsi di bidang pemerintahan, kerjasama daerah, otonomi dacrsh,
bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non
pelayanan dasar, pengkajian dan pengembangan otonomi khusus;

. penyelenpzaraan moniloring, cvaluasi dan  laporan  terhadap
pelaksanaan tugas dan fungst di bidang pemerintahan, Kenasama
dacrah, otonomi daernh, bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat
pelayanan dasar dan non pelayanan desar, pengxsjian dan
pengembangan otonomi khusus; dan

£ pelaksanaan.,....../ 7
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g pelaksannan fungsi lain di bidang pemerintahan, kerjasama dacrah,
otonomi daerah, bina memal spiritual, kescjahteraan rakyat pelayanan
dasar dan non pelaynnan dasar, pengkajian dan peagembangnan
otonomi khusus yang diserahkan olh Gubermur, SEKDA atau Asisten
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

(3] Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdirt dari :

a. Kepala Biro;

b. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama;

¢. Bagian Otonomi Dacrah;

d. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

¢. Bagian Pengkajian dan Pengembangan Otonomi Khusus.

3. Ketentuan Pasal B diubah, sehingga berbunys sebagai berikut ¢
Pasgl 8

(1) Kepala Biro scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) hunuf a,
mempunyai tugas merimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan,
mengawasi, mengevaluasi  dan  mengendabikan  kegiatan  serta
mengkoordinasikan kebijakan daerah @i bidang pemerintahan, kerjasama
dacrah, otonomi daerah, bina mental spiritual, kesejshterpan rakyat
pelayanen dasar den non pelayanan dasar, pengxajian dan pengembangan
otonomi Khusus.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Biro mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijjakan daerah di bidang, pemernintahan,
kerjasama dacrah, otonomi daerah, bina mental spiritunl, kessjahteraan
rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, pengkajian dan
pengembangan otonomi khusus;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pemerintahan, kerjasama dacrah, otonomi daerah, bina
mental spiritual, kescjahteraan rakyat pelayanan dasar dan non
pelayanan dasar, pengkajian dan pengembangan atopomi khusus;

¢ penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemerintahan, kerjasama dacrah, otonom: deerah, bina mental spinitual,
Kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non peleyanan dasar,
pengkajian dan pengembangan otonomi khusus; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang disernhkan oleh Gubernur, SEKDA atau
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kestjahteraan Rakyat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

4. Ketentuan Pagal 9 diubah, schingga berbunyi :
Pasal 9

(1) Bagian Pemerintahan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
Ayat (3] hurui b, mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan,
mengkoordinasikan  Kebijakan pemerintahy  daerah,  pengeordinasian
pelaksanaan  tugas perengkat daerah, pemantauvan dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakon daerah di bidang administrasi pemerintahan dan
penatean wilayah, pemerintahan umum dan kerjasama, dan tata usaha biro
serta bertanggungiawab memimpin seluruh  kegiatan pelayanan dan
edministrasi

12) Untuk,......./8
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{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pemenintahan dan Kerjasamn mempunyai fungsi :

al
b.

perumusan program kerja di bagian Pemerintahan dan kejasama;
penyusunan perumusan kebijakan pemerintah dacrah di  bidang
sdministrasi pemerintahan dan penataan wilayah, pemerintaban umum
dan Kerjsama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
penyiapan bahan pengoordiasian perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan dan penataan wilayah, pemerintahan umum
dan kerjasama dan tata usaha biro;

. penyinpan bahan pengoordinasian pelaksansan tugas perangkat dacrah

di bLidang administrasi pemerintahan dan penataan  wilayah,
pemenntahan umum dan kerjasama, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pembinean dan pengawasan di bidang edministrasi pemerintahan don
penataan  wilayah, pemerintaban umum dan  kegasama pada
kabupaten/kotn,

pemberian saran dan pertimbangan kepada Xepala Biro berkensan
dengan tugas dan fungsi ¢ bidang administrasi pemerintahan dan
penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerjasama;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksansan kebijakan
dacrah di bidang adminisirasi pemerintahan dan penataan wilsysh,
pemerintalan umum dan Kerjasams sesual kKetentuan peraturan
perundang-undangan; dan

pelaksanaan fungsi Isin di bidang administrasi pemerintahan dan
penatean wilayah, pemerintahan umum dan Kegjasames yang diserahkan
oleh Kepala Biro yang berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan
pernturan prrundang-undangan.

(3} Bagian Pemerintahan dan Kerjasama, membawahi :
a. Sud Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;

b.

c'

Sub Bagian Pemerintehan Umum; dan
Sub Bagian Kerjasama.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, schinggn berbunyi scbagai berikut :

Pasal 10

(1) Sub Bagian Administrasi Pemenintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah
scbogaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3] hurul a mempunyai tugas :

8.
bl

melaksanakan penyusunan rencana kerje Sub Bagian;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan dalam
rangka pembinaasn penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan
fasilitasi penataan wilayah;

melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pemyusunan konsep
pedoman umum, petunjuk pelaksanaan don stendar opernsional
prosedur berkenaan dengan penyelenggaraan edministrasi pemerintahan
dan fasilitasi penataan wilayah;

melaksanakan penyviepan behen koordinasi dalam rangka pembinean
daerah otonomi baru dan fasilitasi penataan wilayah,

meloksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang tata
pemenintahan, pembentukan, penggabungan dan penghapusan serta
pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahsan ibu kota;
melaksanakan penyusunan bohan pembentukan,  penyesuasian,
penggabungan, dan pemekaren daereh, penataan dacrah di deerah
Provinsi dan daersh Kabupaten/Kota;

g melaksanakan......../9
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& ?i:;)’.‘:"“““““ penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian
: dminim' _Perumusan  kebijaknn dan  koordinasi penyelenggaraan
= Strasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi

I m ““"::n"‘ﬂ'mfna geogralis, toponimi/rupa bumi; o

: d"lakk“m Penyiapan bahan tindak lanjut hasil evalunsi Distrik yang

: ! 5 :anakan Ptrncngmh Dacrah Kabupaten/Kota;

+ melaksanakan penyiapan bahan fasililasi penataan batas wilayah
administrasi pemerintahsn antar provinsi dan kabupaten fkota;

I3 mel‘k'aﬂ?‘ﬂm penyispan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitas:
penyclesaian perselisihan dan penatasn batas dacrah antar-provinsi dan
kabupaten /kota;

k. m'l,‘,k"'““""“ penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan gerumusan
:ttbujakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

L melakaanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang
:g‘rkcn:an dengan administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan

niayan;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sub bagian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan linnya yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama,

(2} Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pssel 9

Ry&t (3) huruf b mempunyed tugas :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep dalam rangka
pembinnan penyclenggaraon pemerintahon umum;

¢, melaksanskan penyiapan bahan, keordinasi dan penyusunan Konsep

pedoman umum, petunjuk pelaksanasn, dan standar opsrasional
presedur berkenaan dengen penyelenpgaraan pemerintahan uroum;

d. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka
ptlakeanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusal di Daecrah sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

¢. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi don fasilitasi keanggotann
ungur penyelenggara Pemerintaban Daerah dalam Asosissi Pemerintah
Provinsi Selurub Indonesin dan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh
indonesia;

[, melaksanskan penylapan bahan rapat keordinasi Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah {FORKOMPIMDA) Provinsi;

g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
rencana pencapaian target dacrah terhadep Standar Pelayanan Minimal
{SPM) provinsi;

h. melaksanakan penyiapan bahkan pernbinaan dan pengawnsan penerapan
SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota,

1. melaksanakan sistem pengendalian intern;

j. melaksanokan peayinpan bahan anakinis data tentang pelakzanaan tugos
dekonsentrasi dan tapas pembanivan;

k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pétunjuk pelaksanaan
pemerintah mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

. melaksanakan penyiepan bahan fasilitasi pembentukan kewsasan khusus
bencana, kebakaran serta gangguan ketenteraman dan ketertiban;

m. melaksenokan pengumpulan, pengolahan dan penynjian datn yang
berkenaan dengan pemerintahan umum;

n. melaksanakan..,.....f10
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n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sub bagian; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pemérintahan dan Kerjasama.

(3) Sub Kerjasama, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf ¢
mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijaken dalam
rangka pelaksanaan kerjasama dacrah;

¢. melaksanakan penyiapan bahan, kcordinasi dan penyusunan konsep
pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional
prosedur berkenaan dengan penyelenggaraan kerjasama decrakh,

d. melaksanakan penyiapan bahan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan
drafl kerjasama antar dacrah, kerjasema luar negeri dan kerjasama
dengan badan usaha/swasta/pihak Ketiga;

¢. mclaksanakan penyiapan bahan penyusunen rencana  program
kerjasama antar daerah, kerjasama luar negeri dan kerjasama dengan
badan usahe/swasta/pihak ketiga;

{. melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
pelaksanaan forum-forum kerjasama dacrah;

g melaksanakan monitoring dan evaluasi terthadap pelaksanaan Kerjasama
antar deernh, kerjasama luar negeri dan kerjasama dengan badan
usaha/swasta/pthak ketiga;

h. meclaksanakan fasilitasi penyusunan draf kerjasama luar negeri,

i. melaksanakan penyiapan bahan data potensi daerah dalam rangks
kerjasama luar negeri skala provinsi;

). melaksanaken penyiapan bahan Kajian laporan perjalanan dinas luar
negeri yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Pemerintah
Provinsi;

k. mclaksanakan fasilitasi kerjasama Pemcrintah Provinsi dengan badan
usaha;

). melaksanakan penyispan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di
bidang pemantauan dan evaluasi kerjasama antar pemerintah dan badan
usaha/swasta;

m. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerjasama antar
pemerintah dan badan usaha/swasta/pihak ketiga;

n. melaksanakan pengumpulan, pengolashan dan penyajien data yang
berkengan dengan kerjasama,

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sub bagian; dan

p. melaksanakan tuges kedinasan lainnya yang diberikan olch Kepala
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama,

6. Ketentuan Pasal 11 diubzh, schingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11

(1) Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayal (3)
huruf ¢, mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan,
mengkoordinasikan  kebijakan pemerinteh  daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, peémantauan dan  evaluasi
peleksanaen kebijakan decrah dibidang administrasi kepala daerah dan
DPRP, pengembangan otonomi dacrsh dan penataan urusan, evaluasi dan
penyclenggaraan pemerintah serta tata usaha Biro.

(2) Untuk........J 11
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{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Bagen

Otonomi Dacrah mempunyas fungsi

a. perumusan program kecja pada bagian Oteaomi Dacrah,;

b penyiapan bahan perumusan kebiyekan daerah di bidang administrasi
kepala dacrah dan DPRP, pengembangan otonomi dacrah daerah dan
penatasn urusan, evaluasi dan penyclenggarasn pemerintalan,

¢. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang administrasi kepala dacrah dan DPRP, pengembangan otonomi
decrah dan penataan  wrusan, evaluasi  dan  penyelenggaraan
pemenntahan;

d. penyispan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkot dacrah
di bidang administrasi kepala dasrah dan DPRP, pengembangan otonomi
dacrah dacrah dan penataan wrusan, evalwasi dan penyelenggaraan
pemerintahan;

e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelakssnasn kebijakan
dacrah di bidang administrasi kepala dacrah dan DPRP, pengembangan
ctonomi dacrah dacrah dan penataon  urusan, evaluasi  dan
penyelenggaraan pemenntahan;
pelaksanoan ketatausahaan biro;
pelaksanaan moniloring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungs: Bagian; dan
pelaksansan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro yang berkaitan
dengan tugasnya.

i, pelaksansan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian; dan

j. pelaksangan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro yang berkaitan
dengan tugasnya.

(3) Bagian Otonomi Dacrah, terdiri dart ©

1). Sub Bagian Administrasi Kepala Deerah dan DPRP,

2). Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan  Evaluasi
Penyelenggarean Pemerintehan; dan

3). Sub Bagian Tata Usaha.

= o

7. Kelentuan Pasal 12 diubah, schingga berbunyi sebagai benkut :
Posal 12

(1) Sub Bagian Administrasi Kepala Dasrah dan DPRP sebagairmana dimaksud
dalam Pasal 11 Ayet (3) huruf o, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan  kebijakan  terkait
administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Dacrah/Wakil Kepala Dacerah;

¢. melaksannkan penylapan bahan koordinasi pelaksanaan kedijaken yang
berkenaan dengan adminisirasi pencalonan, pengangkalan den
pemberhenuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Dacrah;

d. melaksannkan penyinpan bahan petunjuk pelaksanaan yang terkenann
dengan administrasi pencalonan, pengangikalan dan pemberhentian
Kepala Daerah fWakil Kepala Dacrah;

e. melaksanakan penyiapan bahan analisis data administrasi pencalonan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Dacrah,

f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi
pencalonen, pengangkstan den pemberhentian Kepala Dacrah/Wakil
Kepala Dasrah;

g melaksanakan........f12
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g melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun konscp rekomendasi izin
ke luar negeri bogl Kepala Dacrah/Wakil Kepala Dacrah dengan alasan
penting:

h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendosi izin ke luar
negen bagi anggota/pimpinan DPRP dengan alasan penting;

i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang
beckenaan dengan administrasi kepala decrah dan DPRP,

j. melaksanakan monitoring, evaluasl dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sub Bagian;

K. melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan oleh Kepala
Bagian Otonomi Dacrah;

. menyiapkan bahan penyusunan keputusan teptang peresmian
pemberhentian  dan  penpangkstan  anggota/pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum serta peresmian pemberhentian
dan pengangkatan pengganti antar waktu anggeta/pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota; dan

m. menyiapkan bahan usulan peresmian pemberkentian dan pengangkatan
keanggotaan/ pimpinan DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Sub Bagian Pengembangan Otenomi Dacrah dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah sebagaimana dimaksud delam Pasal 11 Ayat (3} huruf b,
mempunyai tugas :

o melaksanakan peayusunan rencana kerjaSub Bagian;

b. melaksanakan penyispan bahan perumusan  kebijakan  terkait
pengembangan olonomi deerah, penataan urusan dan evajuasi kinerja
pemerintahan serta peningkatan kapasitas;

¢. melaksanakan penyigpen bahan keordinasi pelaksanaan kebijakan yang
berkenaan dengan pengembangan otonomi daerah, penataan urusan dan
evaluasi kinerja pemerintahan serta peningkatan kapasitas,

d. melaksanakan penylapan bahan penyusunan pewunjuk pelaksanaan
pengembangan otoromi dacTah;

e. meaksanakan penylapen baban pelaksanann inventarisasi dan analisia
pemetaan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

{, melaksanakan penyiapan bahan fasiltasi  dan  keoedinasi
penyelenggaraan Peringatan hari jadi Provinss don Kebupaten/Kots;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan  melaksanakan sosialisasi
pengembangan otonomi daersh provins: dan kabupaten fikota;

nh. melsksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
dibidang evaluasi Kinerja pemerintah daersh dan peningkatan kapasitas
dacrah;

. melaksanakan penyispan bahan pemantauan dan pelsporan perumusan
kebijnkan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD);

. melaksanakan penytapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabupaten/kcia;

j. melaksanakan penyiapan bahan Laperan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah dan Informasi Laporan Penyclenggaraan Pemenintsh Dacrah;

k. melasksanakan penyiapan bshan pengeordinasian pelaksanaan tugas
perangkat gubernur bidang evaluast kinerja pemerintah daerah dan
peningkatan kapasitas daerah;

L melsksanskan penyispan bahan pengelahan database Laporan
Penyelenggaraan Pemenntah Dacrah skala daerah;

m. melaksanakan penyispan bshan penyusunan baban evaluasi kinera
penyelenggara pemerintah daerah;

n. meleksanakan............/13
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melaksanakan pentlapan perencunass peogenbargan kapasiton dotruh,
mekiksarakan pesybupan Salan penctapan rencans todak peringiatan
kapawtas dassak,

melaksasakan penrispanm  beban  implementaw  rencans tindak
proingiatan kapasitey dacrah;

mehaksazakan penyisgan bohan monitormg dan rvalusss pongs mban pas
kapesras kabupaten//kota,

meliksssakan penyapan baban pesingkatan kapastas daemmh delem
rangks geninghatan caya sang

melakassakan pengumpelne, pengolahan dan parywgan data yang
berkenaan Oengoa pengembangan otoncm dacrah dan evaluml keedjs

Sub Bagian,
melaksansican fugts kedinaaen lameyn yang diberikas oleh Kepals
Otonoms Daerah

(@ Sub Bogan Ttz Usaha sebaguimess dimakeud dalsss Pasal 11 Ayat {3
hund ¢, memgunyal tugss
4 meliksanakan pesyusunan rescana keoa Sub Slagan;
b ummuhn perapan hhudnmbnnpma&hn
bristausahsan Bro,

deckenaan dengan penyolenggarann
peryispes bahan pelaksansan kebijakan tekes yang

3
berkessan dengan peryeienggaraan ketatavsahaan Bire;
d mclaksanshan peoytapan tahan, koordnasi dan peryusunman pedomas

umus, pefunjuk  pefaisanann, dam standar opernmional prosedur
hulumndunpermknmnhmmm
mefaksansian pangoocdicasian penyusunan dokumen perencanasn Bio
meliputl Reocana Straiegs (Reastra), lodikator Kinerja Utama §XU
Rencana Keja (Resja)/Rescans Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian
xmmmmmmmpmm
melnkmnsiomn  pengocrdinasian pegadmindsirasian
WM“WMWAMW&W&W&“
melakamaken pesgeordicasian penyispan balian dengen unit-unit kerje
d@ Wngkup Bao den pesyusunan dokumen pelsporan Bire melpun
Lagoran Kmerja Instamsl Pemenntah (LKIF), Laporan Peoyelenggarass
Pemermtahon Doemh (LPPDY, Loporan Keteramgan Pertanggungowabsan
(LKP} Gubernur, Lagoran Ksterangan Perianggungewaban Akhir Masss
Jubotun (LKP) AMJ) Gudernur, Evadasi Kinegla Penyelenggaraan
Pemerntahan Docrah (EKPPDY, laporan realisest kinerja dan keuangan
triwuanas atas pelaisansan program das kepatan Biro, dan lsporan
kedirasan innye,
menyusan rencans kedge reformasl beckrasd, perjanidn, proses bisals,
SOP, cascading, ansfisi jabesan, snalisis bebun kera |ABK), standee
kempetene: jabetan [SKJ) sdminmtoasi, ureiss jobaten, pets jabasan,
evahian  jadwinn, pengeinias  sander  pelayanas  public scma
peninghkatan nilai dan itk budayn hesje,
melskranakan pemisnasn penatsusabass keuangsn Biro,
pengeloloan keuangan Biv sesusl dergan  Ketestuss  peraturan

perundang-undangun,
WNMWWWMQN&W
ketestoan peraturan perundang-undangen,

melakyssn kan pengelokes edminstras) kepegawalan Biro;

Mot fead»
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m. melnksanakan pengelolaan wurusan rumah fanggn dan periengknpan
Biro;

n. melaksanskan pengelofaan surat masuk dan surat keluar lingkup Biro;

0. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyaiian data yang
berkennan dengan penyelenggarann ketatausahaan Biro;

p. melaksanaken monitoring, cvaluasi dan pelaporan pelaksansan tugas
Sub bagian; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan khinnya yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama,

8 Kelentuan Pasal 24 diubah, schingga berbunyi sebagai benkut
Pasal 24

) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, mempunyni tugas membantu Sekretans
Dacrah  dalam  pengoordinosian  penyusunan  kcbijakan  daerah,

pengoordinasian  pelaksanaan tugas peranpkat dasrab, penyusunan
kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksansan Kebijakan daerah
dibidang perckonominn, administrasi pembangunan dan pengadaan barang
dan josa,

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padas syat (1), Asisten
Bidang Perekenomian dan Pembangunan mempunyai fungsi
a, peayusunan rencann kenia;

b. peapgrordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah
dasrah di bidang perekonominn, dan administrasi pembangunan sesual
ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat doerah di  bidang
perckonominn, pengadaan berang dan  jasa  serta  administrasi
pembangunan sesuai kelentusn peraturan perundang-undangan;

4. pengoordinasian pelaksansan penyusunan kebijjakan daerah di bidang
pengadaan barang dan jass;

¢. pemantauan dan evaluast terhadap pelaksanaan kebijakan pernerinteh
dacrah di bidang perckonomian, pengadaan barang dan jasa sena
administrasi pembanpunan sesuai keteptuan peraturan  perundang:
undangan;

[. pementauan den evalussi pelaksanasn kebjjakan daorah  Lerkait
pencapalan tjuan Kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi  pencapaian  tuyjuan  kebgakan di bidang
perckonomian, pengadean barang dan  jasa  serta  administrani
pembangunan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pengocedinasian  penyizpan  bahan  laporan pertangzunglawaban
Gubermur di bidang perckonomian, pengadann barang dan jasa serta
ndministrasi pembangunan seswal letentuan peraturan perundang-
undungan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain dl bidang perckonomian, pengadaan barang dan
jasa serta administrasi pembangunan yang diserahkan oleh Gubernur
atau Seleretaris Dacrah.

{3) Asisten Bidang Perckonomian dan Pembangunon, membawakl dan
mengkoordinir :

a. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan

b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa,

{4) Biro sebagaimana dimaksud pada ayal (3), masing-mesing dipimpin oleh
seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggungiawab langsung
kepada Sekretaris Dacrnh melalui Asisten Bidang Perckonomisn dan
Pembangunan.

9, Ketentuan........J/ 15
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G, Ketentuan Pasal 23 diubah, schingga berbunyl sebagai berikut ;

1

(2

3

Pasal 25

Biro Perckonomian dan Administras Pembangunan stbagaimana dimaksud

daloum Pasal 24 ayal {3) hurf a, mempunyed tuges membantu Asisten

Perekonomian  dan  Pembangunan  dalam  merumuskan  dan

mengoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanann tugas

peranglkat dacrah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di

bidang Analisis dan Kelembapaan Ekonomi, Sarana Perckonomian dan

Sumber Daya Alam dan Pengendalian Administrasi Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas acbagaimana dimaksud pada Ayat (1), Biro

Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi ©

a. penyiapan bahan, pengoosdinasian dan perumusan kebijakan dacrah
dxdang Analisis dan Kelembagaan Ekonomi, Sarana Perckonomian dan
Sumber Daya Alam dan Pengendalian Administrasi Pembangunan,

b. penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksansan tugas
perangkat dacrah terkait Analisis dan Kelembsgaan Ekonomi, Sarans
Perekonomion dan Sumber Daya Alam den Pengendalian Administresi
Pembangunan;

¢. penyiapan bahan pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan
evalunsi pelaksanaan kebijokan terkait pencapaian twjuan kebijakan,
dampak yang tidek dlinginkan dan faklor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kedijakan dibidang Analisis dan Kelembagaan
Ekonomi, Sarana Perckenomian dan Sumber Daya Alam dan
Penpgendalian Administrasi Pembangunan scria pelaksansan wrusan
ketatausahaan Biro Perekomonian dan Administrast Pembangunan;

d. penyiapan bahan pengoondinasian dalam rangka penyelenggaraan
pelayanon adminitratif sesuai bidang tugas;

¢. pelaksanaan ketatausahsan; dan

f. pelaksanasn fungsi lain yang dibsrikan oleh Asisten Bidang
Perckonomian dan Pembangunan.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan , terdin dersi :

a. Kepala Biro;

b, Bagian Analisis dan Kelembagaan Ekonomy;

c. Bagizn Sarann Perekonomian dan Sumber Daya Alam; den

d. Bagian Administrasi Pembangunan.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, schingga berbunyi ssbagad beriloat :

i

(2

Pasal 26

Kepala Biro scbagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayal {3) hunyf a,

mempunyal tagas memimpin, membina, memfaslitas, menyelenggrrakan,

mengawasi, mengevalunsi  dan mengendalikan kegintan  serta

mengkoordinasikan kebijakan dacrah di bidang Analisis dan Kelembagaan

Ekonomi, Sarana Perckonomian, Sumber Daya Alam dan Pembinaan

BUMD dan BLUD serta pangendalian administras pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas schogaimann dimaksud pada ayat (1), Kepala

Biro mempunyal fungsi:

n. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang,
perekenomion dan administrasi pembangunaon;

b. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan pemenntah daerah di
bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Mihk Daerah,
dnn Badan Layanan Umum Daerah serta pengendalian administrasi

pembangunan;
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¢. pelaksanasn pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dacrah

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidek diinginkan,
dan faklor yang memgpengaruhi pencapaian tujuan kebijakan;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelengzaraan

tugas dan fungsi di bidang perckonomian, sumber daya alam, BUMD
dan BLUD serta pengendalian administrasi pembangunan scauni
ketentuan peraturan perundang-undangan,;

¢. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan

dengan kebijakan pemerintah docrah di bidang perckonomian, sumber
daya alam, Badan Usaha Milik Dasrah dan Badan Layanan Umum
Dacrah serta Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
sesuni Kelentuan peraturan perundang-undangan;
. pelaksanaan monitoring, ¢valuasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang Analisis dan Kelembagaan Ekonomi, Sarana
Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD dan
pengendalian administrasi pembangunan, s2rta reformasi birokrasi,
pelayanan publik, dan akuntabilitas Jdnerja di lingkungan biro scsuni
ketentuan peraturan perundeng-undangan;
pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan biro; dan
pelaksannan fungs: lain di bidang perckonomian dan administrasi
pembangunan vang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Dacrah atau
Asisten Perckonomian dan Pembangunan sesual ketentuan peraturan

perundang-undangan,

2

i1, Ketentuan Pasal 27 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut :

(

(2}

Pasal 27

Bagian Analisis dan Kelembagaan Ekonorni sebagaimana dimaksud dalam
25 Ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala biro dalam
melaksanakan penyiapan bahan penggoordinasian perumusan Kebijekan
daerah, penggocedinasian  pelaksanaan  tugas  perangkat  daerah,
pemantaven dan cvaluasi pelaksanaan kebijalan daerah di bidang enalisis
ekomoni dan kelembagaan keuangan, ekoromi kreatlf, kewirausahaan dan
dayz saing usaha kecil dan mencgah, dan tata ussha.,

Untuk melaksonakan tugas sebagaimena dimaksud pads Ayat (1), Begian

Anglisis dan Kelembagaan Ekonomi mempunysai fungsi

&, penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan Kebiskan Dacrah
bideng analisis ckonomi dan kelembagssn keuangan, Pariwisata,
ekonomi kreatif, kewirausahean, Koperasi dan daya saing usaha kecil
dan menengah serta tata usaha biro;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan wuges perangkat dacrah
bidang anaklisis ekonomi dan kelembagaan keuangan, Pariwisata,
ckonomi kreatif, kewirausahpan, Koperasi dan daya saing usaha kecil
dan menengah sena tata usaha biro;

¢. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
dacrah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan dan faktor yang mempengarchi pencapaian tujuan
kebijakan bidang analisis ekonomi dan kelembrgaan keuangan,
Pariwisata, ckonomi kreatif, kewirausahasn, Koperasi dan daya saing
usahi kecil dan menengah serta tata usaha biro,

d. penyusunan laporan hasil pclaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan scbagai bahan perumusan kebijakan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang dibecikan oleh Kepala Biro Perekonomian
dan Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya,
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"7.

Bagian Analisis dan Kelembagaan Ekonomi, membawahi

a. Sub Bogian Analisis Exonomi dan Kelembagaan Keuangan;

b. Sub Bagian Pariwisata, Ekonomi Kreatdf, Kewirausahaan, koperas: Dan
Daya Saing Usaba Kecil Dan Mcenengah; dan

c. Sub Bagian Tota Usaha,

12. Ketentuan Pasal 28 diubah, schingga berbunyr sebagai berikut :

{2

Pasal 28

Sub Bagian Analisis Ekonomi dan Kelembagann Keuangan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 27 Ayat (3] buruf &, mempunyal tagas :

a. melaksanakan penyusunan rencana kera sub bagan;

b. melaksanakan penyiapan bohan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang Analisis Ekonomi dan Kelembagsan Kevangan;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan rugas
Perangkat Daecrah dibidang Analisis Ekonomi dan Kelembagaan
Keuvangan,

d. melaksanakan pengeoccdinasian dan memfasilitasi pengembangan den
pembinaan kelembagaan kevangan dan ekonomi daerah;

e. melaksapakan analisis ckonomi makro den ckonomi mikro serta
kelembagaan kevangan;

. melaksanakan penyiapan bahan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan
kebijalan deerah terkait pencapaian tujuen kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuen
kebijakan dibidang Analisis Ekonomi dan Kelembagaan Keuangan;

£ melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang
berkenaan dengan Analisis Ekonomi dan Kelembagsan Keuangan;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sub Bagian;

i. memberikan saran dan pertimbangen kepada atasan scbagal bahan
perumusan kebijakan; dan

g melaksanakan tugas kedinasan Ihinnya yang diberikan olch Kepala
Bagian Analisis dan Kelembagaisn Ekonomi.

Sub Bagan Panwisata, Ekonomi Kreatif, Kewirausahazan, Koperasi Dan

Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengnh sebagaimana dimoksud pada Pasal

27 Ayat (3) huruf b mempunysi gss :

a. melaksanakan penyusunan rencans kena sub bagian;

b. melaksanakan penyiapan bahan pengooedinasian perumusan kebijakan
dacrah dibldang Pariwisata, EXonomi Kreatlf, Kewirsusahean, koperasi
Dan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah;

¢. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat  daerah  dibikdang  Pariwisata, Ekonomi  Krealf,
Kewirausahaan, koperasi Dan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah;

d. menyiapkan bahan pemantavan dan cvaluasi pelaksanaan kebjokan
dacrah terkall pencapaian tujusn kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencepaian twjuan
kebijakan dibidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,
koperasi Dan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah;

e, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemenntah
atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

. melakssnskan pengumpulan, peagolahan dan penyajian data yang
berkenaan dengan Pariwisata, Ekonomi Kreatil, Kewirausahaan,
koperasi Dan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah;

¢ melaksanakan........ /18
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g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksansan tuges
Sub Baginn;

h. memberikan saran dan pertimbangan kepadn atasan scbagai bahan
perumusan kebijakan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch Kepala
Bogian Analisis dan Kelembagaan Ekonomi.

(3 Sub Bagian Tata Usaha sebagaiman dimaksud pada Pasal 27 Ayat (3) hurul
¢ mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;

b. melaksanakan penylapan bahan dan perumusan konsep kebijakan
teknis yang berkennan dengan penyelenggarnan ketatausahaan Biro;

¢. melaksanakan penyiapan bahan pelaksapnsn kebijukan leknis yang
berkenaan dengan penyzlenggaraan ketatausahaan Biro;

d. melaksanakan penyiapan bahan, kocrdinasi dan psnyusunan pedoman
umum, petunjuk pelaksanpan, dan standar operssional prosedur
berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;

e. melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan
Biro meliputi Rencane Strategis (Renstra), Indikator Xinerja Utama
(IKV), Rencana Kerja (Renjal/Rencana Kinega Tahunan (RKT), dan
Pessanjian Kinemja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundange

undangan;

{. melaksanskan pengoordinasian dan  pengadministrasian usulan
RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit keria di linglup Biro;

g melaksanakan pengoordinasian penylapan bahan dengan unit-unit
kerja di lingkup Biro dan penyusunan dokumen pelaporan Biro
meliputi Laporan Kinesja Instansi Pemenintah (LKIP), laporan
Penyclenggaraon Pemerintaban Dacrah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban  [LKP)  Gubernur, Laporan  Kelerangan
Pertanggungiawaban Akhir Masa Jabatan (LXPj AMJ) Gubernur,
Evaluasi Kinerja Penyelenggorpan Pemcrintahan Daerah (EKPPD),
laporan realisasi kinerja dan keuwangan triwulanan atas pelaksanaan
program dan kegiatan Biro, dan laporan kedinasan lainnya;

h. melaksanakan pembinnan penatausahaan kcuangan Biro;

i, pengelolaan keuangan Bire sesual dengan kelentuan  peraturan

perundang-undangan;

menyiapkan behan dan menyusun laperan keuangan Biro sesuai

dengan kKetentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Biro;

melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangge Biro;

melaksanakan pengelolaan Asct Biro;

melaksanakan pengelelaan surat masuk dan surat keluar Engkup Biro;

melsksanskan pengumpulan, pengolahan, dan penynjian data yang

berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Subbagian; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnys yang diverikan oleh Kepala
Bagian Kebijakan Perckonomian.

eagex =

v

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyl sebagat berikut

Pasal...... 19
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Pasal 29

(1) Bagian Sarana Perckonomian dan Sumber Daya Alam scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (3) huruf ¢, mempunyai tugas membantu
kepala biro dalam melaksanakan penyiepan bahan penggoordinasian
perumusan  kebijakan daerah, penggoordinasian pelaksanaan  tugas
perangkat dacrah, pemantavan dan evaluasi pehkamnon kebijokan dacrah
dl bidang sarana perckopomian, Badan Usaha Mikk Daerah, Badan
Layanan Umum Dacrah dan perekonomian sumber daya alam.

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagnimana dimaksud pada Ayat (1}, Bagian
Sarans Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijekan dacrah bidang
parana perekonomian, Badan Usaha Mikk Daerah dan Badan Layanan
Umum Dacerah serta perekonomian sumber daya alam;

b. penyiapan bzhan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat dacrah
bidang sarana perekonomian, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Dacrah serta perckonomian sumber daya alam;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evalussi pelakeanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tjuan kebjakan, dampek yang tilak
diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian  tujuan
kebijakan b&dan%sntana perekonomian, Badan Usaha Milik Dacrah dan
Badan Layanan Umum Daerah serta perekonomian sumber daya alam;

d. penyiapan bahan pengoordinnsian dan melaksanakan pembinaan
bidang sarana perckonomian, Badan Usaha Milik Dacrah dan Badan
Layanan Umum Dacrah, dan perekonomian sumber daya alam;

¢, peayiapan bahan pengoocdinasian dan melaksanakern pemamauan
kebijakan dibidang ketersediann dan stabilitas harga pangan

{. penyiapan bahan pelsksanaan pemantauan, analisis, cvaluasl dan
pelaporan di bidang sarana perekonomian, Badan Usaha Milik Dasrah
dan Badan Layanan Umum Docraly, den perckonomian sumber dayn
alam; dan

g pelaksanaan fungsi fain yang diberikan oleh Kepala Biro,

{3) Bagian Sarana Perckonomian dan Sumber Dayn Alam, membawahi ¢

a. Sub Bagian Sarena Perekonemian;

b. Sub Bagian Badan Usaha Milik Dsaerah dan Baden layanan Umum
Dacrah; dan

¢. Sub Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam,

14, Ketentaan Pasal 30 diubsh, sthingga berbunys scbagai berkut -
Pasal 30

(1) Sub Bagian Sarana Perckonomian sebagnimana dimaksud dalam Pasal 29

Ayat [3) huruf & mempurnyai tugss :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagan;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan dacrah
yang berkenman dengan sarana perskonomian scktoral, perinduseian,
perdegangan, infrastruktur, dan pengembangan wilayah,

¢. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep
pedoman umum, petunjuk pelaksanasn, dan standar operasional
prosedur berkensgan dengan sarana perekonomian;

d. melaksanakan keordinas, memantau dan mengevaluasi pengembangan
bidang sarana perckonomian sektoral, perindusrian, perdagangan,

infrastrukur, dan pengembangan wilayah;
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melaksanakan penyiapan bahan keordinasi pelaksanpan  kebijakan
daerah dibidang sarana perckonomian sckloral, perindusrian,
perdagangan, infrastruklur, dan pengembangan wilayah;

melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun analisis kebijakan
dibidang sarana perckonomian scktoral, perindusrian, perdagangan,
infrastruktur, dan pengembangan wilayah;

melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pembinasn Seria
fasilitasi kcbijakan dibidang sarana perekonomian  scktomal,
perindusrian, perdogangan, infrasteuktur, dan pengembangan wilayah;

. melaksanakan penylapan bahan pemantauan dan evaluasi Kebijakan

Dacrah bidang sarana perckonomian  sektoral, perindusnian,
perdagangan, infrastruktur, dan pengembangan wilayah;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanann tugas dan fungsi;
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaen monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksansan kebijaksn dibidang sarana perckonomian
scktoral, perindusrian, perdagangan, infrastruktur, dan pengembangan
wilayah,

. melaksanakan pengumpulan, pengolshan, dan penysjian data yang

berkennan dengan  sarana  perekonomian  sekloral, perinduscian,
perdagangan, infrastruktur, dan pengembangan wilaysah;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Subbagian; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala

Bagian Sarana Perekonomian dan Sumber Daya Alam,

(2} Sub Bagian Baden Useha Milik Deerah dan Badan Layanan Umum Daecrah
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (3} huruf b mempunyal ruges :

a.
b.

melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;

melaksanakan penylapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah
yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Dacrah;

melaksanakan penylapan bahan, koordinasi dan penywsunan koeasep
pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional
prosedur berkenaan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Datrah;

melaksanakan penyiapan bahan kebiakan teknis dibidang Badan
Usaha Miltk Dacrah dan Badan Layanen Umum Dacroh;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan analisis kebijakan
dacrah dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Dacrah;

melaksanakan penylapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi
Badan Layanan Umum Dacrah;

melaksanakan penylapan bahan koordinasi kebijaken teknis evaluasi
Badan Layanan Umum daerah;

. melnksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksansan

kebijakan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah;

melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan,
cvaluasi, analisis dan pelaporan kebijakan perencanaan, pengembangan
dan kerjasama Badan Layanan Umum Daerzh;

melaksanakan penyiapan bahan rencans kerja pembinaan Badan
Usaha Miltk Daerah;

melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan,
pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Dacrah;

melaksanzhkan penyispan bahan pelayanan teknis administrasi Badan
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
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m. melaksanakan penyiapan bahan fasilitast pelaksanaan rencana umum
pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah;

n. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat Gubernur bidang Bedan Usaha Milik Daerah;

0, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data Badan Usaha Milix
Dacrah;

p. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan dan pembinann
kelembagaan bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Dacmh;

q. melaksanakan penyispan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelsporan pelaksanaan kebijakan dibidang Badan Usaha Milik Daerah
bidang dan Badan Layanan Umum Daerah;

r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penysjian date yang
berkenaan dengan Badan Usaha Milik Daersh dan Badan Layanan
Umum Drembh;

s, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
atau nonpemenintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Subbagian; dan

u. melaksanakan tugas Xedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bagian Sarana Perckonomian dan Sumber Daya Alam.

{3) Sub Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 Ayat (3) hurul ¢ mempunyai tagas :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian,

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah
yang berkennan dengan perckonomian sumber daya alam pertanian,
kehutanan, pertambangan, kelsutan, perikanan, energi, lngkungan
hidup dan air;

o. melaksanakan penyiapan bahan, keordinasi dan penyusunan konsep
pedoman umum, petunjuk pelaksansan, dan SOP berkenaan dengan
perekonomian sumber daya alam pertanian, kehutanan, pertambangan,
kelautan, perikanan, energi, lingkungan hidup dan air;

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian  penyusunan
kebjakan dibidang perekonomian sumber daya alam pertanian,
kchutanan, pertambangan, kelautan, perikanan, eaergs, Lngxungan
hidup dan air;

e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebjakan di
bidang perckonomian sumber deya alam pertanian, kehutanan,
pertambangan, kelautan, perikanan, encrgl, lingkungan hidup dan air;

. melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun sanalisis kebijakan
dibidang perekonomian sumber daya alam pertanian, kehutanan,
perlambangan, kelautan, perikanan, encrgl, lingkungan hidup dan air;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan serla
fasilitasi kebijakan dibidang perckonomian sumber daya alam
pertanian, kehutanan, pertambangan, kelautan, perikanan, encrg,
lingkungan hidup dan air;

h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan monitering, evaluasi dan
pelaporan pelaksanasn kebljakan dibidang perekonomian sumber daya
alam pertanian, kehutanan, pertambangan, kelautan, perikanan,
encrgi, lingkungan hidup dan air;
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i. melaksanakan koordinasl dan memfasilitasi pengembangan dan
pembinaan kelembagaan bidang perckonomian sumber daya alam
pertanian, kchulanan, perlambangan, kelautan, perikanan, cnergi,
lingkungan hidup dan air;

j. melaksanakan koordinasi, mementsu dan mengevaluasi pengembangan
bidang perckonomian sumber daya alam pertanian, kehutanaon,
pertambangan, Xelautan, perikanan, energl, lingkungan hidup dan si

k. meclaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

|. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang
berkenaan dengan perckonomian sumber daya alam pertanian,
kehutanan, pertambangan, kelawtan, perikanan, ¢nergi, lingkungan
hidup dan air;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanasn tugas
Subbagian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh Kepala
Bagian Sarana Perckonomian dan Sumber Daya Alam,

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, schingga berbunyi scbagai berikut :
Pasal 31

(1) Bagian Administrast Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam 25 Ayat
{3) huruf d, mempunyai tugas membantu kepala biro dalam melaksanakan
penyiapan bahan penggoordinasian perumusan  kebijaken dacrah,
pengaoordinasian pelaksansan tugss perangkal daerah, pemantauan dan
evaluasi  pelaksanaan kebijakan dacrah di  bidang pengendalian
administrasi  peleksenaan  pembangunen  deerah,  pengendalian
administrasi  pelaksanaan  pembangunan  wilayah, dan  pelaporan
pelaksanaan pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bagian
Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a penyiapan bahan pengoordinasian perumusan  kebijakan dacrah
dibidang pengendalian administrast pelaksanzan pembangunan daerah,
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, dan
pelaporan pelaksanaan pembangunen;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
dibidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,
pengendalian administrasl pelaksanaan pembangunan wilsyah, dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampek yang tdak
diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian  tuiuan
kebijakan di bidang  pengendalian  administrasi  pelaksanaan
pembangunan dserah, pengendalian  administrasi  pelaksanazn
pembangunan wilayah, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberiken oleh kepala biro Perekonomian
dan Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

{3) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

a. Sub Bagian Pengendallan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerahy;

b. Sub Bagisen Badan Pengendalian Administrasi  Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah; dan

c. Sudb Bogian Pclaporan Pelaksanaan Pembangunan,

16, Ketentuan,.......[ 23
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16. Ketentuan Pasal 32 diubal, sehinggs berbunyi sebagai berikut ;
Pasal 32

(1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pesal 31 Ayat (3] hurul a mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan dacrah
yang berkenaan dengan pengendalien administrasi  pelaksanaan
pembangunan dacrah;

¢. melaksanakan penyiepan bahan, keordinasi dan penyusunan konsep
pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional
prosedur berkenaan dengan pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan dacrah;

d. melaksanakan penyiapan bahan pengelolasan dan  menysgjikan
penyempurnaan  penyusunan kebjakan standart pengendalian
pelaksanaan pembangunan sumber dana APEN dan APBD;

¢. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem pengendalian
dan pelaporan pembangunan sumber dana APBN dan APBD;

. melaksanakan penyigpan baban pengolahan dan menyajikan bahan
atau data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan  pembinaan
pelaksanaan pembangunan sumber dans APBN dan APBD;

g melaksanakan penyiapan bahan analisa dan mengkaii permasslahan
dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber
dana APBN dan APBD;

h. melaksanakan penyiapan bahan  koordinasi dalam  rangka
pengumpuian bahan pelaksanaan pembangunan;

t. melaksanekan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan
dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;

j. meclaksanekan penyiapan bahan penyajinn  datafinformasi  hasil
pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBN dan APBD;

k. melaksanrkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemenintah
atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungss;

|. melaksanskan pengumpulan, pengolahan, dan penysjian data yang
berkenaan  dengan  Pengendalian  Administrasi  Pelaksanaan
Pembangunen Daerah,;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sub bagian; dan

n. melaksanakan wugas kedinesan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bagian Administrasi Pembangunan.

(2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (3) hurul b mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;

b melaksanakan penyispan bahan perumusan konscp kebijakan decrah
vang berkenaan Pengendalian Administrasi Pelaksansan Pembangunan
Wilayah;

¢. melaksanakan penyispan bahan, koordinasi dan penyusunan konscp
pcdoman umum, pstunjuk pelaksanaan, dan stander operasional
prosedur berkenaan dengan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah;

d. melaksanakan......../24
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d. melaksanakan penyusuaan dan penpiapan bahan rumusan kebijakan
teknis pengendalian administrasi pembangunan wilayah pada Wilayah
Mamberamo-Tabi (Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, Keerom, Kab.
Jayapura dan Kota Jayapura) dan Wilsysh Saireri (Kabupaten Bmk
Numbor, Supion, Kepulausn Yepen dan Waropen) lingkup kegiatan yang
bersumber dari APEN {Delkonsentrasi/TP) dan APBD Kabupaten/Kots;

e. melaksanakan penmyiapan behan koordinasi Pengsndalian Administras
Pelaksanaan Pembangunen Wiliynh peda Wibyah Mamberamo-Tabi
Kabupaten Mamberamo Raya,Sarmi, Keerom, Jayapura dan Kota
Jayapura) dan Wilayah Saireri {Kabupsten Bisk Numfor, Supiorl,
Kepulauan Yapen dan Waropen|lingkup keglatan yang bersumber dan
APBN (Dekonsentrasi/TF) dan APBD Kabupaten/Kota;

f. melaksanakan pembinasn, maonitoring, pemantouan dan cvaluasi dalam
pelaksansan tupas seluruh Pembangunan Wilayah pada Wilayvah
Mamberamo-Tabi (Kabupaten Mamberamno Raya, Sarmi, Keerom, Kab.
Jayapura dan Kota Jayopura] dan Wilayah Saireri (Kabupaten Biak
Numfor, Supiori, Kepulavan Yapen dan Waropen|ingikup kegiatan yang
bersumber dari APBN (Dekensentrasi/TF) dan APBD Kabupaten/Kota:

g melaksanakan perencanasn  dan  pengembangan Pengendalian
Administrasi Pelsksansan Pembangunan Wilayah pada Wilayak
Mamberamo-Tabl (Kabupaten Mamberamo Rays, Sarmi, Keerom, Kab.
Jayapura dan Kota Jayapura) dan Wilsyah Saireni (Kabupaten Biak
Numfor, Supioni, Kepulanen Yapen dan Waropen|Englup kegiatan yang
bersumber dari APBN (Dekonsentrasi/TP) dan APBD Kabupaten/Kota,

h. melaksanakan penyiapan behan perencanasn, pemantausn, cvaluasi
dan pelaporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
Wiayah pada Wilayah Mamberamo-Tabi (Kabupaten Mamberamo Raya,
Sormi, Keerom, Kab. Jayvapura dan Kota Jayepura] dan Wilayah Sairen
{Kabupaten Bisk Numfor, Suptori, Kepulauan Yapen dan
Warcpenjlingkup  kegintnn yang  bersumber  dasi APBN
{Dekonsentrasi /TP dan APED Kabupalen/Kota;

I, melaksanakan koordinasi dan konsultas! dengan Jembaga pemerintsh
atau nonpemenintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

5. mdaksanakan penyinpan bahan pelaicsanaan monitoring, cvaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan divddong Pengendelian Administrasi
Pelaksanaan Pembanpgunan Wilayah;

k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, daa penynpan dala yang
berkenaan  dengan  Pengendalinn  Administrasi  Pelaksansan
Pembangunan Wilayah;

I melaksanakan monitering, evaluasi dan pelsporan pelaksanaan tugas
Sub bagian; dan

m. melaksanakan tugas xedinesan lainnya yung Gberikan olch Kepala
Pagian Administras Pembangunan

(3) Sub Bagian Pelaporas Pelaksanaan Pembanpunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 Ayet (3] hurul ¢ mempunyal tupas |

4. mefaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian,

b. melaksanakan penyiapan bahan perumussn konsep Xebgakan daemah
yang berkennan dengan Pelagoran Pelaksanaan Pembangunan;

. melaksapakan penyiagen behan, koordinasi dan pemyusunan konsep
pedoman wmum, pelunjuk pelaksanasn, dan standar operasional
presedus berkenaan dengan Pelagosan Pelaksanaan Pembangunan;

d. melaksapakan penyusunon don  penylapan  behen  perumusan
¥edijakan teknis analisis capalan kinerjs pembangunen daerah,
pelaporan pelaksanaan pembanpunan éaersh dan pembangunan
daerah;
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¢. melaksanakan penyiapan bahan keordinasi annlisis capaian kinena
pembangunan dacrah, peloporan pelaksanaan pembangunan dacroh
dan pembangunan dacrah;

[ melaksanakan perencanaan dan pengembangan analisis capaian
kinerin pembangunan daerahy, pelaporan pelaksanaan pembangunon
daerah dan pembangunan daerah;

7. melaksanaken penylapan  bahan  Kajlan  evaluasl faktor vang
berpengaruh techadap capaian kinerja pembangunan dacrah;

h. melaksanakan penyiapan behan fosilitasi pelaksannan koordinosi
pelaporan  capaian  kinena  pembangunan  wilayah  antar
Kabupaten/Kota;

i. melaksanakan pembinoan dan pendampingan penyusunan laporan

capalan kinerja pembangunan daerah Kabupaten/Kota,

menyusun pela kemajuan pembangunan wilayah Kabupaten/Kota;

melnkeanakan keordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemernintnh

atau nonpemerinteh dalam rangka pelalcsanann tugas dan fungsi;

I melaksanakan pengumpwlan, pengelahan, dan penyijian data yang
berkenann dengan analisis capaian kinerja pembangunan dacrah,
pelaporan  pelaksanasan pembangunan dacrah dan  pembangunan
daerah;

m. melaksanakan monitoning, evaluasi dan pelaporan pelsksanaan tugss
Subbagian; dan

n. melaksanakan tugss kedinssan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bagian Administrasl Pembangunan,

e

17. Ketentuan Pasal 50 diubah, schinggn berbunyi scbagai berikut :
Pasal 50

{1) Biro Umum dan Adminsiresi Pimpinan mempunyai tugas membantu
Asisten bidang Administrasi Umum dalam penyiapan  pelaksanaan
kebijskan, pelaksanman pemantauan dan  ewvaluasi di  bidang,
kKetatsusahasn, rumah tangea pimpinan, administrasi Keuangan dan aset
SETDA dan peleyanan administrasi pimpinan serta perencanaan dan
kKepepawaian sekretariat daemah.

2] Untuk melaksanakan tugas scbagnimana dimaksud pada ayat {i), Biro
Umum dan Administrasi Pimpinan mempunyal fungsi :

a. perumusan program kera;

b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang ketatausahaan,
rumah tangga pimpinan, administrasi kevangan dan asct SETDA dan
pelavanan administrasi pimpinan serta perencansan dan kepegawasian
sekretaniat daerah;

¢. penyinpan pelaksanoan Kebijakan dibidang ketatausahaan, rumah
tanpgza pimpinan, administrasi kevenpan dan aset SETDA dan
pelayanan administrasi pimpinan serta perencansan dan kepegawaian
sckretariat daerah;

d. penyiepan  pelaksanasn  pemantavan  dan  evaluasi  dibidang
ketatausahaan, rumah tangga pimpinan, administrasi keuangan dan
aset SETDA dan pelayanan administrasi pimpinan Serta perencanaan
dan kepegawanian sekretariat dacrah;

e. pembintan dan pengawasan terhadap penyelenggersan tugas dan
fungsi di bidang ketatausahaan, rumah tangga pimpinan, administrasi
keuangan dan aset SETDA dan pelayanan sdministrasi pimpinan serta
perencianasan dan kepegawaian schretariat dacrah;

f. penyelenggaraan....... /26
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. penyelenggarann monitoring, evaluasi dan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi dl bidang ketatausahean, rumah tangga
pimpinan, administrasi keuangan dan aset SETDA dan pelayanan
administrasi pimpinan serta perencanaan dan kepegawaian sekretariat
daerah; dan

g pelaksanaan fungsi lain di bidang ketatausahaan, rumah tangga
pimpinan, administrasi keuangan dan aset SETDA dan pelayanan
administrasi pimpinan serta perencanaan dan kepegawaian sekretariat
dacrah yang discrahkan oleh Gubernur, SEKDA atau Asisten Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

{3} Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, terdini dari :

a. Kepala Biro;

b. Bagian Tata Usaha;

¢. Bagian Rumah Tangga;

d. Bagian Adminitrasi Keuangan dan Asct; dan

¢. Bagian Administrasi Pimpinan.

18. Ketentuan Pasal S1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

{1) Kcpala Biro sebagaimana dimaksud delam Pasal 50 ayat (3) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan,
mengawasi, mengevaluasi  dan  mengendalikan  kegiatan  scria
mengkoordinasikan kegiatan di bidang Ketatausahaan, rumah tangga
pimpinan, administrasi keuangan dan aset SETDA dan pelayanan
administrasi pirupinan serta perencanaan dan kepegawaian sckretariat
dacrah,

{2) Untuk meleksanakan tugas sebagaimana dimaksud peda ayat {1), Kepala
Biro mempunyai fungsi:

a. perumusan program kera dibidang umum dan administrasi
pimpinan;

b. pengoordinasian kebijakan pemerintah daerah dibidang umum den
administrasi pimpinan;

¢. penyelengparaan kegiatan dibideng ketatausahaan, rumah tangga
pimpinan, administrasi keuangan dan aset SETDA dan pelayanan
administrast pimpinan serta perencanaan dan  kKepegawainn
sekretariat daersh;

d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanean tugas Perangkat
Daerah di bidang ketatausahkaan, rumah tangga pimpinan,
administrasi kevangan dan asct SETDA dan pelayanan administrasi
pimpinan serta perencanaan dan Kepegawaian sekretariat daerah;

¢. penyiapan pemantavan dan evaluasi pelaksanean kebijakan di bidang
ketatausahaan, rumah tangga pimpinan, administrasi keuangan den
aset SETDA dan pelayanan edministrasi pimpinan serta perencanaan
dan kepegawaian sekretariat daerah; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Gubernur, SEKDA atau
Asisten Bidang Administrasi Umum sesual ketentuan peraturan

perundang-undangan,
19. Ketentuan Pasal 52 diubah, achingga berbunyi :
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Pasal 52

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf b,
mempunyai tugas menyiaplan bahan, merumuskan, mengkeordinasikan
kebijskan pemerintah  daerah, pengoordinasan  pelaksanaan tugas,
pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli,
perencanann dan kepegawaian SETDA seria persuratan dan arsip dan
bertanggungjawab memimpin seluruh kegatan pelayanan dan administrasi;

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Tata Usahn mempunyai fungss :

o perumusan program kerjn di bagien Tata Usabha;

b. penyiapan bahen dan pengkoordinasian ketatausshaan pimpinan dan
s1af ahli;

¢. penyiapan bahen peagoordiasion perumusan kebijakan doeerah di bidang
gercncanm program, anggaran dan kepegawaian lingkup seXrelariat

aemah;

d. pelaksansan pelayanen ketatausshasn Bixo serta persuratan dan arsip
lingkup sekretarint deerah;

¢. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di budang tata
usaha pimpinan dan staf ahli, perencanaan dan kepegawaian lingkup
SETDA;

{ pemberian saran dan pertimbangan kepeda Kepala Biro berkensan
dengan tugas dan fungsinya;

g penyiapan bahan pemantouan dan evaluasi pelaksanaan tuges dan
fungsi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, perencanazn dan
kepegawaian lingkup SETDA; dan

h. pelaksansan fungsi hin di bidang tata useha yang disernhkan oleh
Kepals Biro Umum dan Administrasi Pimpinan,

(3} Bagian Tata Usaha, membawahi:

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bagion Perencanaan dan Kepegawalan; dan

¢. Sub Bagian Persuratan dan Arsip,

20. Ketentuan Pasel 53 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 63

{1) Sub Bagisn Tats Usaha sehspaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3)
huruf a mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan rencana kea subbagian;

b. melaksanakan penytapan bahan perumusan Xebijakan umum di bideng

tata usaha lingkup Biro;

¢. melaksanakan  pelayanan  administrasi  keuangan,  meliput

penganggaran, penatausahaarn, serta pengelolaan sistem akuntansi dan
pelaporan kevangan Biro Umum dan Adminisirast Pmpinan;

d. melaksanakan penyiapan bahan  koosdinasi  dalam  rengks
penyclenggarsan layanan ketatavusahaan Pimpinan dan staf ahli;
melaksanakan layanan administrasi tata usahs Pimpinan dan Staf Ahli;
melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian pimplnan dan staf
ahli;

g melaksanskan  pelavanan  administeasi Kepegawalan,  melpui
peagusulan formasi, mutasi, pengembangan karr dan kompelsnsi,
prmbinaan disiplin, kesgjahtoraan pegawal seTta pensiun  pegawnd
lingxup Biro,

o

h. meleksanakan......../28
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he melaksannkan pelavanan administrasi wnum, meliputi ketatawsahaan,
pengelolaan barang, pengelolann dan pelayanan €istem informasi, seria
pengelolaan kearsipan lingkup Biro;

I, melaksanakan penghimpunan bahan kelembagiaan dan ketatalaksanaun
lingkup Biro;

j- melaksanakan koordinasi penyusunan  bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturnn perundang-undangan lngkup Biro,

k. meclaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup Biro;

. melaksanakan pengoordinasinn penyusunan dokumen perencanaan Biro
meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU),
Rencana Kern (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan {RKT), dan Peranjian
Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. mclaksanakan pengoordinasian  dan  pengadministrasian  usulan
RKA/RKPA dan DPA/DPPA dnri unit-unit kerjn di lingkup Biro;

n. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bithan dengan unit-unit Kegja
di lingkup Biro dan penyusunan dokumen pelapoman Biro meliputi
Laporan Kinega Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyclenggaraan
Pemerinwahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Perlanggungjawaban
[LKPj) Gubernur, Laporan Ketlerangan Pertanggungjawsban Akhir Masa
Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Ewvaluasi Kinegja Peayclenggaraan
Pemerintahan Dacrah (EKPPD), laporan realises: kinerja dan keuangan
tiwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Biro, dan laporan
kedinasan lainnya;

0. melaksanakan pengumpulen, pengolahan dan penyajian data yang
berkenaan dengan penyelenggaraan tata usaha;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanann tugas
sub bagian; dan

q melaksannkan tugas kedinasan lninnya yang diberikan oleh Kepala
Bagien Tala Usaha.

{2) Sub Bagian Perencanann dan Kepegawaian sebagairmana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (3] huruf b mempunyai tugas :

& melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian,

b, melaksanakan penyiapan bahan kebijakan umum serta koordinasi,
pembinaan dan pengendalian aspek dibidang perencanaan  dan
kepegawaian lingkup Sekretariat Dasrah Provinsi;

¢. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi kebljakan penyusunan
perencanaan dan pelaporan program Engkup Sekretariat Daerah meliputi
Renstra, Renja, 1KU, RKT, LKIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Sekretariat
Daerah;

d. melaksannkan penyiopan bahan dan koordinasi kebijakan penyusunan
perencanaan dan peleporan anggaran meliputi penyusunan RKA,
DPA/DPPA Biro ingkup Sekretariat Daersh;

¢. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan cvaluasi perencanaan
dan pelaporan program dan anggaran lingkup Sekretanat Daerah;

. melaksanakan koordinasi dan fasmibitasi administrasi  kepegawnian
lingkup Sekretoriat Daerak;

g melaksanakan penyiapan bahan pengusulan peréncanann kKepegawnian
dan pengembangan karier ASN lingkup Sekretanint Dacrah;

g melaksanakan peayusunan dan pengolahan data kepegawaian ASN
lingkup Sekretariat Daerah Provinsi;

h melaksannkan pengelolnan  kennikan goji  berkala ASN  lhingkup
Sekretarial Dasrah Provinsi;

1. melaksanakan......../29
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i. melaksannkan  penyinpan  bahan  pengusulan,  penempatan,
pengangkatan, mutasi dan kepangkatan ASN lingkup Seckretariat
Dacrah;

j. meleksanakan penegakkan disiplin - serta  pengusulan  pemberian
penghargann ASN lingkup Seleretarial Dacrah;

k. melaksanakan penyiapan bahan pembinsan den pengembangan
kompetensi ASN hingkup Sckretariat Docrah Provinsi;

j. meleksanakan pengumpulan, pengoleshan dan penyajian data yang
berkenaan dengan perencanann dan kepegawaian SETDA;

k. melaksanakan monitering, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sub bagian; dan

|. melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata Usaha.

(3) Sub Bagian Persuratan dan Arsip, scbagaimane dimeksud dalam Pasel 52
ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan rencant Xega Sub Bagian,

b. melaksanakan penyiapan bohan dan perumusan konsep kebijakan
teknis di bidang surat menyurat, naskah dinas dan arsip di lingkungan
Sekretarint Dacrah;

¢. melaksanakan penylapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep
pedoman umum, petunjuk pelaksansan, den standar operasional
prosedur berkenaan dengan persuratan dan arsip;

d. mengurus sural menyural, naskeh dinas dan arsip di lingkungan
Sekretanat Daerah;

¢, mclaksanakan pengelolann dan pengendalian surat maesuk dan surat
keluar di lingkungan Sekretaniat Dasrah;

. mengatur klasifikasi surat menurut ketentuan dan mencatat jumiah
naskah dinas masuk dan keluar,

g mengumpuikan bahan pertimbangan penyusunan pembinaan dan
petunjuk teknis pengelolaan dan pengurusan naskah dinas dinamis dan
statis;

h. mengelola persuratan, naskah dinas dan arsip di lingkungan SETDA;

i. mengekpedisi surat keluar, baik secara langsung kepada alamat maupun
secara tidak langsung melalui jasa pos;

j» menghimpun, menyimpan dan memelibara duplikasi surat/naskah dinas
kelaar;

k. menyelenggarakan penyiapan/penarikan arsip yang telah habis masa
simpannya dari satuan kerja di lingkungan SETDA;

I, mengumpulkan rencana kebutuhan dalam pengelolaan arsip inaktif
beserta depo arsip SETDA;

m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kearsipan dan naskah dinas di
lingkungan Sekretariat Daerah;

n. melaksanakan penyediaan, penggandean dan pendistribusian naskah
dinas serta pengamanan penyimpanan sementara  dokumen di
lingkungan Sckretariat Daerah Provinsi;

0. melaksanakan pendistribusian naskah dinas untuk Perangkat Dacrah;

p. meclaksanakan pengumpulan, pengelahan dan penyajian data yang
berkenaan dengan persuratan dan arsip;

g melaksannkan monitoring, evaluasi dan pclaporan pelaksanaan tugas
sub bagian; dan

r. mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata Usaha.

21, Ketentuan......../30
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21. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut :

Pasal 58

(I} Bagian Administrasi Pimpinan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat
(3] hurul ¢, mempunyal tugas menylopkan Ubahan, merumuskan,
mengkoordinasikan  kebjjakan  pemerintah  dacenh,  pengoordinasian
pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi dibidang protokol,
pengelolaan kendaraan dan komunikasi pimpinan,

(2} Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi :

a, perumusan program kerja pada bagian;

b. penyiapan bahan perumusan kebijaksn teknis dan umum di bidang
keprotokolan, pengelolaan kendaraan dan komunikasi pimpinan;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang protokol, penyviapan
materi pimpinan, komunikasi pimpinan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan kendaraan untuk pelayanan
tamu VIP, WIP dan tamu lainnya;

¢. penyiapan bahan pemantaven dan eveluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang keprotokolan, komunikasi pimpinan dan pengelolaaan
kendaraan;

[ pelaksanaan monitoring, evaluas: dan pelaporan pelaksanaan mgas dan
fungsi Bagian; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Kepala Biro Umum dan
Adminstrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

{3) Bagian Administrasi Pimpinan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Protokol;

b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan

¢. Sub Bagian Peagelolaan Kendaran.

22. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ¢
Pasal 59

(1) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (3) huruf
a, mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis
dibidang acara, tamu dan hubungan keprotokolan;
¢, melaksanakan penyispan bahan kecordinasi pelaksanaan kebijakan
dibidang keprotokolan;
d. melaksanakan koordinasi dengan instensi yang memerlukan kegiatan
keprotokolan;
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi hubungan keprotokolan;
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan acara dan tamu;
melaksanakan penyiapan bahan keperluan yang berkaitan dengan
perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara, mengatur ruang dan tata
tempat pelaksanaan rapat dinas serta resepsl pimpinan;
h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi persiapan dan glad
lapanpgan delam acara kenegaraan facara resmi;
i. melaksanakan penyiapan bahan laporan pimpinan $erta buku panduan
acara upacara beik secara kencgaraan mavpun resmi;
j. melaksanakan penyispan koordinasi gladi lapangan, dan mengatur tata
tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam acara resmi dan
acara kenegaraan;

b ol
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k. melaksanakan penyiapan keordinasi para ajudan pimpinan Pemerintah
Daerah Provinsi;

| melaksanakan persiapan acara, upacara pelantikan, rapat-rapat dinas
dan prriemuan lainnya yang diselenggarakan olch pemerintah dacrah;

m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, fasihitass, pemantauvan
scrta evaluasi pengaturan acar;

n. melaksanakan penyiapan tanda kenang-kenangoan (souvenir);

0, melaksanakan penyiapan bahan rencana dan pengurusan perjalanan
dinas Pimpinan;

p. melaksanakan peényiapan bahan koordinasi persiapan pencrimaan,
akomodas: dan transportasi kunjungan bagi tamu VIP, VVIP dan tamu
lainnya;

q. melaksanakan pcnympan bahan rencana agenda kunjungan tamu dan
perjalanan dinas pimpinan;

r. melsksanakan penyiapan behan pelaporan kegiatan tamu VIP, VVIP dan
tamu lainnya;

s, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang
keprotokolan;

L melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
bidang keprotokolan; dan

u. melaksanokan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch Kepala
Bagian Administrass Pimpinan.

{2) Sub Bagian Komunikasi Pimp&nan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
Ayat {3) huruf b, mempunyai tugas :

. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;

b. melaksanakan penylapan bahan den perumusan konsep kebijakan
urnurn dan teknis yang berkenaan dengan penyiapan mater pimpinan
dan komunikasi pimpinan;

c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang
penyinpan materi pimpinan dan komunikasi pimpinan;

d. melaksanakan penylapan dan menggendakan bahan mateni rapat;
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaran penyiapan mater:
pimpinan,;

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta sinergitas antar Perangkat
Dacrah, Dacrah Kabupaten/Kota, Kementerian dan Lembaga Pemerintah
lainnya serta Jembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka
penyclenggaraan penyiapan materi pimpinan;

g melaksanakan penyusunan notulensi rapat Kepala Dasrah, Wakil Kepala
Daerah, dan Sckretans Daerah;

h. melaksanakan penyizpan dan menggandakan bahan materi kebijakan,

i. melaksanakan keordinasi dan fasilitasi penyelenggaran strategi
komunikas! pimpinan;

j. melaksanakan hubungan dengan berbsgai pihak terkait pelaksanaan
fungsi juru bicara pimpinan dacreh;

k. melaksanakan penyampajan masukan Kepada pimpinan dacrah tentang
penyampnian informas: strategis;

L. melaksanakan penyusunan bghan Xlarifkasi serta konfirmasi benta
terkait Kepala Dacrah, Wakil Kepala Dacrah, dan Sekretanis Daerah;

m. melaksanakan peayusunan naskah sambutan dan pidato Kepala
Daerah, Wakil Kepala Dasrah, dan Sekretaris Daerah;

n. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan informasi yang yang
bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Dacrah, Wakil
Kepala Dacrah, dan Sekretaris Daerah;

g
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1 melahnanakan tagas hedisasen laya yang dAderiban sleh Kepala
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Feal 40
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L}
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& Stal AhN Didang Pemerintadan, Otenooi Khtaon, Huloun dan Politik;
b. Swaf ANl Bidang Ekonom|, Keunngas das Pernlanganan; dan
c. Staf AbE Bidang Kesaspambatan, Sumber Twyn  Mesusia  dan
Pengrmbangan Masyarskat Adat den Budayw.
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24. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagat berikut :
Pasal 61

(1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Otonomi Khusus, Hukum dan Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat {2) huruf a mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terbadap isu-isu strategis kepada Gubernur di
bidang pemerintahan, Otonomi Khusus, hukum dan politik.

(2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Otonomi Khusus, Hukum dan Politik dalam
melaksanakan  tugas  scbagaimana  dimaksud pada  ayet (1)
menyclcngmrakan fungsi:

a. pelaksanoan inventarisasi permosalahan berkensan dengan isu-isu
strategis bidang pemerintaban, Otonomi Khusus, hukum dan politik;

b, pelaksanoan kajian dan telanhon berkenaan dengen isu-isu strategis
bidang pemenintahan, otonomi kKhusus, hukum dan politik;

¢. pemberian pertimbangan dan rekomendasi berkenaan dengan isu-isu
strategis bidang pemerintahan, otonomi kKhusus, hukum dan politik;

d. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

¢. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsinya.

25, Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut :
Pasal 63

(1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Days Manusia dan
Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (2] huruf ¢ mempunyai (ugas memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubermur di bidang
Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Masyarakal
Adat dan Budaya.

(2) Staf ARl Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan
Masyarakat Adat dan Budaya dalam meloksanekan tugas sebagaimona dimaksud
pada ayat (1} menyelenggarakan fungsi:

a. pclaksanaan inventarisasi permasrlahan berkenaan dengan isu-isu
stratepis bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan
Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya;

b. pelaksanaan Kajian dan telaahan berkenaan dengan isu-isu strategis
bidang Kemasyarakalan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan
Masyarakal Adat dan Budaya,

c. pemberian pertimbangan dan rckomendasi berkenaan dengan isu-isu
strategis bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusin dan
Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya;

d. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkail dengan tugas
dan fungsinya.

26, Ketentuan Pasal 64 dihapus.

27, Ketentuan Pasal 65 dibapus.
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Pasalll
Peraturan Gubernur ind mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahken pengundangan Peraturan
Gubemnur ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 15 Januari 2026

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
MATIUS D FAKHIR], S.LK., SH., M.H.
KOMJEN POL [Purn)

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 15 Januari 2026
P). Sekretaris Daerah Provins Papus
CAP/TTD
L. CHRISTIAN SOHILAIT, ST., M.Si
BERITA DAERAM PROVINSI PAPUA TAHUN 2026 XOMOR 2
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UBAGAN STRUKTUR ORGANISASE

DIRO TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERANAN RAKYAT

LAMPIRAN T

PERATURAN GUDERNUR PAPUA
NOMNQR 2 TAHUN 202%

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUISKRNUR PAPUA
NOMO® 3 TAHUN 2029 TENTANG KEDUDUNAN,
JUDUNAN ORGANEIALL URAIAN TUGAS DAN PUNOS!
SERTA TATA KERJA SEXKREETARIAT DARRAM PROVING

SEKRETARIAT DAYXEAM FROVINSI PAPUA
TAIUA
EPALA DGO
| | | |
DAGLN
PYRPRR i A BAGAN BAGIAN FENGRATAN DAN
RERAO A OTONGMI DALIALE KT ELRAAN RAK YAT FEMNGIMDA D AN (TCHNOE
Xprie
S RAGIAN ADMINESTRASE
SUTH DACIAN ST DACIAN
FEMEIUNTAIAN DA SUL I ADIAN
ADAGNTS TRAS] REPALA PENDEARAN OTORCR)
FASTLITAS! nu:mvw AN Ty POIA MINTAL BITUTVAL ot ir
TUR DAGAN FENG EMIANOAN
SUI DAGIAN SUB BAGEAN
TUB BAGIAN OTONOMI DATRAN DAN
KL TERAAR FAK Y AT PENGEMEANOAN OTONOM|
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m SUD BAGN | KTSCIANTERAAN RAKYAT FASLITALE DATA, INFORMASS
TATA LBANA, FOLAVANAN DASAR DAN FELATORAN

MATIUS D, FAKHIRI, §,1L.K., S.H,, M.H

GUBERNUR PAPUA,
CAPSTTD

KOMJEN POL (Pum)
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BAGAN STRUKTUR ORGANISAS]

BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DALERAH PROVINSI PAPUA

EAMPIRAN I

FERATURAN QUIIERNUR PAI'UA
NOMOR 2 TAMUN 2006

TENTANG

FPERUBAHAN ATAS PERATURAN GURERNUR PAPUA
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG XEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISAST, URAIAN TUGAS DAN FUNGS]
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVING

>R
f ul‘;u.. M. Mum

199712 2 Q01

PAFUA
KEPALA 100
{ 1
FAGIAN
BAGLAN FIMECAAN TAN HALHAN
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MM CARUPATERKOTA LI IV DA € ASAN HAX
g UL BAGIAN LS UALIAN
i nmmswmn oA ! PIMBINAAN DAN DANTUAN HUK UM DAM
PERATURANGLEESORIR PINGAWASAN IRODUK TENOKAIIAN TAK ASAS]
: MANTSIA
SUS HAGIAN
| SUDBAOIAN - DOSUMENTASL DAN - LU BAGEAN
KITSTUSAN CUTIINUER DTORMAS HUKLM TELANAMAN UL LA
SUL BAGIAN BB DAGLAN
. PENOLNDANGAN DA - SAB BAGIAN el TEFAIMIZEAN KONTRAX DAM
TATA USAHA PLRIMNIIAN K PRIASAMA

MATIUS D. FAKHIRI, S.LK., S H., M.H

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD

KOMJEN POL (Purn)
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BAGAN STRUXTUR QRCANISAS)
BIRO PEREKXONOMIAN DAN ADMINLSTRAS] PEMEBANGUNAN
SEXRETARIAT DAERAH PROVINS] PATUA

LAMPTIRAN IV

FPRIATUEAN QUBERNUE PAIUA

NOMORE T TANUN 2009,

TENTANG

PERUBAMAN ATAS PERATURAN GUESRNLE PAMUA
NOMON 3 TAMUN 2024 TENTAND REDUDURAN.
AULUNAN CRGANTIALL, URAIAN TULGAS DAN FLNGD
BERTA TATA KERIA SRKRETARIAT DARFAM I 2cving
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CUDERNUR PAPUA,
CAP/TTD
MATIUS D, FAEHIRI, S LK., S.H,, M.H
KOMJEN POL [Purn)
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HBAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PENGADAAN BARANG DA JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN V
PESATUNRAN QUHERNUR PAPUA
NOMOR 2 TAMUN 2026

TENTANG
PERUDAIAN  ATAS

NOMOR

TENATURAN GUDEINUIE PAFUA
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! 1
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MATIUS D. FAKHIRI, S.1LK,, 8. H.,, M.H

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD

KOMJEN POL (Purn)
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LAMIeA M VI

PERATUSAN QURERN LY raYLIA

NOMOR 2 TAMUN oo,

TENTANG
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KOMJEN POL (Purmn)
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HAGAN STRUKTUR ORGANISAS]
HIRO UMUM DAN ADMINISTRAST PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

LAMPIRAN VI

PERATURAN GUEERNUK PAIUA
NOMOR 2 TAIOUN 2000
TENTANO

PARUDAHAN ATAR PERATURAN GUNERNUR PAPUA
NOMOR 3 TANUN 2028 TENTANG  EKEDUDURAN,
SUSUNAN OROANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGS|
SERTA TATA KEKIA SEXRETAMAT DAERAN PIROVING]
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